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ABSTRAK  

 

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (STUDI PUTUSAN NO:68/PID.SUS/2016/PN.Mtr) 

Ramdani Abd. Hafizh 

D1A 014 273 

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu untuk mengetahui bentuk 

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Sumber 

Daya Alam bidang Satwa yang dilindungi dalam putusan no: 

68/pid.sus/2016/PN.Mtr. dan untuk mengetahui apa Pertimbangan Hakim 

Menjatuhkan Putusan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Konservasi Sumber Daya Alam bidang Satwa yang dilindungi dalam Putusan No: 

68/Pid.Sus/2016/Pn.Mtr. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah 

Metode Penelitian Hukum Normatif. dengan Pendekatan Per-Undang-Undangan, 

Pendekatan Konseptual dan Pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: Pertama, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Konservasi Sumber Daya Alam bidang Satwa yang dilindungi dalam putusan no: 

68/pid.sus/2016/PN.Mtr melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a. Jo Pasal 40 ayat (2) 

UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. Kedua, Pertimbangan Hakim dalam Penerapan pidana Percobaan 

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam bidang Satwa 

yang dilindungi dalam Putusan No: 68/Pid.Sus/2016/Pn.Mtr, adalah menggunakan 

Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non Yuridis. 

ABSTRAC 

THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS ON THE CRIMINAL ACTION 

OF CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES (Decision Study No: 68/Pid.sus/2016) 

Ramdani Abd. Hafizh 

D1A 014 273 

This study has two objectives, namely to find out the form of Criminal Sanctions 

Application Against the Actors of Natural Resource Conservation in the field of 

Animals protected in the decision no: 68 / pid.sus / 2016 / PN.Mtr. and to find out 

what Judges consider to drop criminal trial decisions against perpetrators of 

natural resource conservation in the field of animals protected in Decision No: 68 

/ Pid.Sus / 2016 / Pn.Mtr. The method used in this study is the Normative Legal 

Research Method. with the Law Approach, Conceptual Approach and Case 

Approach. The results showed that: First, the Application of Criminal Sanctions 

Against the Actors of Natural Resource Conservation in the field of Animals 

protected in the decision No: 68 / pid.sus / 2016 / PN.Mtr violated Article 21 

paragraph (2) letter a. Jo Article 40 paragraph (2) Law No. 5 of 1990 concerning 

Conservation of Biological Resources and their Ecosystems. Secondly, 

Consideration of Judges in the Application of Criminal Experiments Against 

Perpetrators of Natural Resource Conservation in the field of Animals protected in 

Decision No: 68 / Pid.Sus / 2016 / Pn.Mtr, is to use Juridical Considerations and 

Non-Juridical Considerations. 
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I. PENDAHULUAN 

  Negara Indonesia adalah negara hukum yang pada dasarnya segala 

tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum yang 

ada, hal tersebut sesuai yang tertulis dalam Pembukaan Undang - Undang 

Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyatakan Negara Indonesia adalah Negara 

hukum.
1
 Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah 

laku setiap manusia dan Hukum berupa norma yang hidup dan berkembang 

didalam masyarakat.
2
 

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keberagaman, 

terdiri dari etnis, bahasa, bahkan agama dan berbagai pulau yang memiliki 

keunikan. Inilah yang membuat Indonesia berbeda dari Negara lain, Indonesia 

juga masih memiliki kekayaan berupa sumber daya alam, baik hayati maupun 

non-hayati, keanekaragaman hayati Indonesia dikenal tidak saja kaya tetapi juga 

mempunyai keunikan tertentu di setiap daerah. Sumber daya alam tersebut 

mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan dan merupakan 

karunia Allah SWT oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, 

selaras, serasi dan seimbang bagi kesejahteraanmasyarakat Indonesia pada 

khususnya dan umat manusia pada umumnya.  

Hal ini tentu saja merupakan peluang yang besar bagi Indonesia untuk 

dapat memanfaatkan kekayaan satwanya untuk meningkatkan pendapatan 

                                                             
1
Indonesia, Undang – undang Dasar 1945, psl 1 ayat (3). Pasca Amandemen

 

2
Soerjono soekanto, 2007, sosiologi suatu pengantar, Jakarta: Raja grafindo persada, 

cetakan pertama,hlm.179 
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ekonomi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di sekitar habitat satwa.
3
 Namun 

seiring berjalannya waktu banyak oknum tidak bertanggung jawab melakukan 

perburuan secara besar-besaran terhadap satwa seperti misalnya perburuan 

terhadap burung kakaktua jambul kuning yang semakin hari banyak di buru untuk 

di perdagangkan secara ilegal, inilah yang membuat ancaman nyata bagi 

keberlangsungan hidup satwa jenis burung kakaktua jambul kuning, ancaman 

kepunahan bagi satwa jenis ini menjadi perhatian banyak kalangan. 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mana di dalamnya diatur mengenai 

perlindungan terhadap satwa langka, serta ancaman Pidana terhadap pelaku, 

namun jika dilihat masih banyak permasalahan terjadi mulai dari tidak jelasnya 

Norma yang mengatur jenis satwa apa saja yang dilindungi membuat masyarakat 

bahkan Penegak Hukum kesulitan untuk menegakkan hukum serta memberi 

hukuman yang tepat bahkan ancaman pidana maksimal yang hanya 5 tahun 

penjara bagi pelaku tindak pidana memperniagakan satwa dilindungi dalam 

keadaan hidup dinilai belum efektif memberikan efek jera. Putusan Hakim yang 

dinilai kurang berat kepada terdakwa. Hakim tidak melihat akibat yang 

ditimbulkan dari kepunahan satwa dilindungi jenis burung kakaktua jambul 

kuning, permasalahan yang cukup serius dinegara ini tidak hanya korupsi dan 

narkoba saja, ancaman masa depan bahwa Negara Indonesia akan kehilangan 

keunikan dan keanekaragaman sumber daya alam hayati berupa burung kakaktua 

jambul kuning sudah ada didepan mata. 

                                                             
3
www.Profauna Indonesia.co.id. di akses pada 13.maret.2018. 



vi 
 

Sering kali Putusan Hakim yang hanya beberapa bulan penjara kepada 

pelaku, jarang sekali ada yang sampai divonis penjara tahunan bahkan tidak 

jarang ada yang hanya dijatuhi pidana percobaan. 

Berdasarkan hal inilah yang membuat penyusun tergerak untuk melakukan 

penelitian terkait PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU 

TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (STUDI 

PUTUSAN NO:68/PID.SUS/2016/PN.Mtr) 

Sebagaimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk 

penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dan bagaimana Pertimbangan Hakim 

Menjatuhkan Putusan Pidana Percobaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana 

Konservasi Sumber Daya Alam bidang Satwa yang dilindungi dalam Putusan No: 

68/Pid.Sus/2016/Pn.Mtr. 

Jenis Penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah metode penelitian 

Hukum normatif agar menghasilkan sebuah jawaban yang sesuai dengan uraian 

permasalahan di atas pendekatan yang digunakan Pendekatan Per-Undang-

Undangan, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan kasus. Bahan Hukum yang 

digunakan Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum 

Tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen. 

dan analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan metode penafsiran. 
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II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi 

Sumber Daya Alam Bidang Satwa Dilindungi Dalam Putusan 

No:68/Pid.sus/2016/PN.Mtr. 

Tindak pidana atau yang diterjemahkan oleh Moeljatno dengan istilah 

“perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan 

pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam 

pidana, asal saja dalam pada itu diingatkan bahwa larangan ditujukan kepada 

perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan 

orang), sedang ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan 

kejadian itu.
4
 

Tindak Pidana yang jarang kita dengar namun ada dan terjadi ditengah 

masyarakat saat ini seperti Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam, Tindak 

Pidana ini masih umum yang mana kata Konservasi Sumber Daya Alam meliputi 

berbagai aspek didalamnya seperti Hutan, Lingkungan, Tumbuhan, Hasil Hutan, 

Dan Hewan(satwa). Dalam Pembahasan kali ini penulis memfokuskan tulisan 

terhadap Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam dalam bidang Satwa 

dilindungi, dengan melakukan studi Putusan No:68/Pid.Sus/2016/PN.Mtr. yang 

mana pelaku di dakwa dengan dakwaan tunggal, Melanggar ketentuan Pasal 21 

                                                             
4
 Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta. Hlm. 

59 
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ayat (2) huruf a. Jo Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Adapun hasil analisis kasus dari putusan No: 68/Pid.sus/2016/PN.Mtr 

adalah sebagai berikut : 

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 

     Berdasarkan Analisis Penyusun dalam Dakwaan Jaksa Penuntut   

Umum tersebut, Penyususn sependapat dengan Dakwaan Jaksa karena 

perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a 

Jo Pasal 40 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber 

Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang mana Tindak Pidana tersebut  

diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun dan denda 

paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah. Dikarnakan 

Terdakwa terbukti dan mengakui memiliki 1 (satu) ekor Burung Kakatua 

Jambul Kuning (Cacatua Galerita) Yang diperoleh dengan cara membeli 

pada seseorang yang tidak dikenalnya di pasar Panglima, Cakranegara-

Kota Mataram seharga Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu 

rupiah). Pada hari minggu tanggal 1 Nopember 2015 sekitar jam 15.00 

Wita. 

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

Berdasarkan analisis Penyusun dalam tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum yang telah dibacakan di Persidangan, penyusun sependapat dengan 

Jaksa bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
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melakukan Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam dalam hal: 

Memperniagakan Satwa yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup, yang 

mana perbuatan pelaku melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya, dan diancam Pidana dalam Pasal 40 ayat (2) UU No.5 

Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya. Yang mana pelaku dengan sengaja  menangkap, melukai, 

membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan 

memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. Pelaku 

memperoleh Burung Kakatua Jambul Kuning  dengan cara membeli dari 

orang yang tidak dikenalnya di pasar Panglima Cakranegara, Kota 

Mataram. Yang mana akan dijual atau diperniagakan kembali oleh 

Terdakwa. 

3. Putusan Hakim 

Penyusun setuju dengan putusan hakim bahwa terdakwa telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

Memperniagakan  Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup, 

yang mana perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan Pasal 21 ayat 

(2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi 

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang ancaman Pidana 

Penjara maksimal 5 (lima) Tahun, Namun penjatuhan Pidana Percobaan 

Terhadap Pelaku Penyusun anggap sangatlah ringan, Padahal Terdakwa 

Telah mengakui segala perbuatannya terlebih lagi Terdakwa adalah 
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serorang pedagang burung dipasar Panglima Cakranegara Kota Mataram, 

yang mana jika dilihat ringan nya Hukuman yang diputuskan oleh Majelis 

Hakim bukan tidak mungkin Terdakwa mengulangi perbuatannya kembali 

dan untuk masyrakat umum lainnya juga tidak takut melakukan perbuatan 

Tindak Pidana seperti: menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, 

memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang 

dilindungi dalam keadaan hidup. Sebagaimana yang telah diatur ketentuan 

Larangan dalam UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya. 

Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Percobaan 

Terhadap pelaku Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam bidang 

Satwa Dilindungi dalam Putusan No: 68/Pid.Sus/2016/PN.Mtr 

1. Pertimbangan Hakim di dalam Persidangan 

a. Pertimbangan Yuridis 

     Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim 

yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam 

persidangan dan oleh undang-undang telah di tetapkan sebagai hal 

yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis 

diantaranya : 

1) Dakwaan jaksa penuntut umum 

Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan Dakwaan 

tunggal yakni melangaar Pasal 21 ayat (2) huruf a. Jo. Pasal 40 (2) 
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UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati dan Ekosistemnya 

2) Keterangan saksi dan terdakwa   

bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta 

dihubungkan dengan barang bukti dimana para Saksi dan terdakwa 

tersebut menerangkan bahwa terdakwa telah melakukan Tindak 

Pidana Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam 

Keadaan Hidup 

3) Barang bukti 

Penuntut umum telah mengajukan barang bukti yang disita secara sah  

sehingga mempunyai nilai pembuktian yang telah diperhatikan dan 

dikenal para saksi dan terdakwa berupa : 

- 1 (satu) ekor Burung Kakatua Jambul Kuning (Cacatua Galerita),  

- 1 (satu) buah Kandang Besi ; 

- 1 (satu) buah Pangkringan Besi ;  

- 1 (satu) buah Jas Hujan warna merah hati, 

-  Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Soul GT, NOPOL. DR-

5241-CF lengkap dengan STNK, 

Yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya dapat 

dipergunakan dalam Pembuktian Perkara ini. 
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b. Pertimbangan Non-yuridis 

     Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan oleh hakim yang 

diatur diluar undang-undang hukum pidana yang juga patut 

dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mempertimbangkan 

berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat-

sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh. Dalam hal ini sifat-

sifat baik maupun jahat dari tertuduh wajib diperhatikan hakim 

dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-

keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan untuk 

memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. 

     Terkait dengan pertimbangan tersebut, di dalam Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

juga diatur bahwa : 

“dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari 

terdakwa”. 

Begitu pula dengan pertimbangan hakim yang terdapat di 

dalam Putusan No. 68/Pid.Sus/2016/PN.Mtr, bahwa pertimbangan 

hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut memperhatikan hal-hal 

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik 

pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non-yuridis. 
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Adapun didalam putusan hakim, hal-hal yang ada pada diri 

terdakwa yang patut menjadi pertimbangan non-yuridis hakim dalam 

menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa yaitu : 

Hal – hal yang memberatkan : 

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membantu percepatan kelangkaan satwa 

yang dilindungi ; 

Hal – hal yang meringankan : 

 

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya 

perbuatan ; 

- Terdakwa tidak / kurang memahami akan hewan – hewan yang dilarang 

untuk dijual atau diperniagakan karena kurangnya sosialisasi; 

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang isteri dan anak – 

anak yang masih kecil yang memerlukan perhatian dan kasih sayang dari 

Terdakwa ; 

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji lebih hati – hati dalam 

menjual satwa liar ; 

- Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BKSDA tentang larangan 

memelihara dan memperniagakan  Satwa yang dilindungi ; 

- Terdakwa belum pernah dihukum. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

     Berdasrkan Hal-hal yang telah diuraikan dari bab sebelumnya maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Konservasi 

Sumber Daya Alam dalam hal Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi 

Dalam Keadaan Hidup (studi Putusan No. 68/Pid.Sus/2016/PN.Mtr) diatur 

di dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a UU No. 5 Tahun 1990 Tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya yang mana 

ancaman pidananya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) UU yang sama, yang 

mana Terdakwa telah melakukan : Memperniagakan Satwa Yang 

Dilindungi Dalam Keadaan Hidup, Yang dimana dalam hal ini Tidak 

ditemukan alasan-alasan penghapus pertanggungjawaban pidana baik 

alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karna itu Terdakwa  dinyatakan 

mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sehingga Hakim 

menjatuhkan pidana percobaan 3 bulan dan denda Rp.2000.000 (dua juta 

rupiah) terhadap terdakwa. 

2 Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Pidana Percobaan 

terhadap pelaku Tindak Pidana Konservasi Sumber Daya Alam dalam hal 

Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup dalam 

Putusan No. 68/Pid.Sus/2016/PN.Mtr yakni dengan melihat : 

Pertimbangan Hakim, baik itu Pertimbangan Yuridis maupun Non-Yuridis 
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Seperti hal nya Surat Dakwaan, Tuntutan Jaksa, Keterangan Saksi, 

keterangan Terdakwa, dan serta barang bukti yang ada. Serta fakta hukum 

dalam persidangan. Dan juga faktor Non-Yuridis dari Terdakwa serta hal-

hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa. 

 

A. Saran 

1. Hakim dalam menjatuhakan Pidana dalam perkara Konservasi Sumber 

Daya Alam dalam hal Memperniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam 

Keadaan     Hidup seharusnya lebih berfikir ke masa depan karna terancam 

nya kepunahan Satwa jenis Burung Kakatua Jambul Kuning semakin 

menakutkan, satwa jenis ini adalah salah satu keunikan dari Negara 

Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan, dalam hal ini juga 

pemerintah perlu mengatur aturan atau regulasi baru seperti Undang-

Undang yang secara rinci mengatur tentang satwa jenis apa saja yang 

dilindungi. 

2. Bagi para Instansi terkait seperti Balai Konservasi Sumber Daya Alam 

(BKSDA) seharusnya tidak tutup mata dan saling lempar kesalahan saja, 

terjadi Tindak Pidana seperti ini diakibatkan kurang nya sosialisasi bahkan 

tidak pernah sama sekali oleh pihak atau dinas terkait, karna kurangnya 

pengetahuan masyarakat dalam membedakan mana Satwa dilindungi dan 

tidak, dimohon juga untuk Aparat Penegak Hukum untuk tidak tebang 

pilih dalam melaksanakan Penegakkan Hukum, agar terwujudnya efek 

jera. 
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